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PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  umur 25 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXX XXX Gg. XXXX

XXXX  No.48  RT  005  RW  004,  Kelurahan  XXXXX  XXXX,

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karimun,  Provinsi  Kepulauan

Riau; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum. XXXXX XXXXX II

Blok  I  No13,  Kelurahan  XXXXX  XXXX,Kecamatan  XXXXX,

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon dan  Termohon,  serta  telah

memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  05 Desember

2024  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tanjung  Balai

Karimun, Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.TBK, tanggal 09 Desember 2024, dengan

dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal  24 September 2023,  Pemohon dan

Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai
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Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  XXXXX,

Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 210204109202XXXX, tertanggal 24 September

2023;  

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan

Termohon berstatus Perawan;  

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

dirumah kediaman yang berada di Perum. XXXXX XXXXX II Blok I No13,

Kel  XXXXX XXXX, Kec.  XXXXX, Kab. Karimun,  Prov.  Kepri,  dan antara

Penggugat Tergugat tidak dikaruniai anak;  

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Masalah ekonomi, yang mana Termohon selalu menuntut

nafkah diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon sering menghina

pekerjaan Pemohon;

b. Bahwa  Termohon  sering  tidak  mendengarkan  nasihat

Pemohon,  Termohon  selalu  selalu  melawan  bahkan  membangkang,

sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami; 

c. Bahwa  ketika  terjadi  pertengkaran  Termohon  pernah

melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  Pemohon,  bahkan  pernah

mengancam  dengan  menggunakan  pisau  seakan  ingin  membunuh

Pemohon; 

d. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Termohon sering pergi

dari rumah kediaman untuk pulang kerumah orang tua Termohon; 

e. Bahwa  Termohon  sering  mengumbar  aib  rumah  tangga

Pemohon  Termohon  ke  media  sosial,  bahkan  Termohon  sering

membuat status di media sosial dengan menggunakan pakaian sexy;  

5. Bahwa  puncaknya  pada  bulan  Juni  2024,  terjadi

pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, dikarenakan sudah

tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon,  hingga pada akhirnya
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Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman;  

6. Bahwa  pada  bulan  Juni  2024,  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan tugas dan

kewajiban  sebagai  sepasang  suami  isteri  pada  umumnya  selama  lebih

kurang 6 (enam) bulan lamanya;  

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di atas, telah cukup alasan

bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

dalam Pasal  19 Peraturan Pemerintah No.  9 Tahun 1975, dan untuk itu

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai

Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

8. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul

dalam perkara ini;  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu  raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan

sidang  Pengadilan  Agama  Tanjung  Balai  Karimun  setelah  putusan  ini

berkekuatan hukum tetap;  

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  peraturan  yang

berlaku;  

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono); 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon dan

Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan  Termohon

di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Pemohon dan  Termohon  telah  menempuh  proses  mediasi
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dengan mediator bernama RICA IRMA DHIYANTI, M.Si. sebagaimana laporan

tanggal  06  Januari  2025,  yang  pada  pokoknya  perdamaian  perkara

perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil

sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 06 Januari 2025 yang

isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sepakat memberikan Akibat Cerai kepada

dan Termohon berupa (nafkah iddah dan mut’ah): 

2. Bahwa  Pemohon  bersedia  memberikan  Nafkah  selama

masa  Iddah  uang  sejumlah  Rp.900.000,00  (Sembilan  Ratus  Ribu

Rupiah) adalah Uang untuk selama Masa Iddah 3 (tiga) bulan;  

3. Bahwa  Pemohon  bersedia  memberikan  Nafkah  Mut'ah

(Hadiah) kepada  Pemohon  yaitu  uang  sejumlah  Rp.1.000.000,00  (Satu

Juta Rupiah);  

Bahwa  selanjutnya  Pemohon telah  merubah  surat  permohonannya

dengan  memasukkan  kesepakatan  tersebut  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya; 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas  permohonan Pemohon  tersebut,  Termohon  tidak

mengajukan  jawaban  meskipun  telah  diberikan  kesempatan  yang  cukup.

Sehingga agenda jawab jinawab dianggap cukup dan selesai, dan dilanjutkan

dengan agenda pembuktian:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  XXXXX  Kabupaten

Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 210204109202XXXX Tanggal 24

September  2023.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada  Termohon  dan
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atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya.

Bahwa di samping alat bukti tertulis,  Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI  1  PEMOHON,  umur  50  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  XXX RT.005 RW.004

Kelurahan  XXXXX  XXXX  Kecamatan  XXXXX,  Kabupaten  Karimun,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksikenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

yang sah; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Perum. XXXXX XXXXX II Blok I No13, Kel XXXX XXXX Kec. XXXXX,

Kab. Karimun; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi

sejak 6 (enam) bulan yang lalu; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon saksi tidak mengetahuinya secara pasti,  karena Termohon

tidak mau bercerita tentang masalah rumah tangganya; 

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun

saksi  melihat bahwa Pemnohon dan Termohon sudah tidak bersama

lagi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang

lebih 6 (enam) bulan yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon; 
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- Bahwa  saat  ini  Pemohon  tinggal  bersama  neneknya  sedangkan

Termohon saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya; 

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi; 

- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Pemohon,  dan  Termohon  sudah  tidak

memperdulikan Pemohon lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  keluarga  Pemohon,  namun  tidak

berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi; 

1. Fidayah  Binti  Nurjamil, umur  46  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXX RT.002

RW.001  Kelurahan  XXXXX  XXXX  Kecamatan  XXXXX,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah ibu kandung Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

yang  menikah  pada  pada  tanggal  24  September  2023,  di  (KUA)

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Karimun, Prov. Kepulauan Riau; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Perum. XXXXX XXXXX II Blok I No13, Kel XXXX XXXX Kec. XXXXX,

Kab. Karimun, Prov. Kepri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi

sejak 6 (enam) bulan yang lalu; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termormohon  karena  Termohon  tidak  mau  mendengar  nasehat
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Pemohon  sebagai  suami  contohnya  jika  Termohon  membuka  aib

keluarga  di  status,  kemudian  Pemohon  menasehatinya  namun

Termohon  tidak  terima,  kemudian  mereka  bertengkar,  atau  ketika

Pemohon melarang Termohon merokok; 

- Bahwa  Sebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  adalah  jika  terjadi

pertengkaran  keduanya  saling  menyakiti  fisik  dan  Termohon

mengancam Pemohon ; 

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun

saksi melihat bahwa Pemnohon dan Termohonb sudah tidak bersama

lagi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang

lebih 6 (enam) bulan yang lalu; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon; 

- Bahwa  saat  ini  Pemohon  tinggal  bersama  neneknya  sedangkan

Termohon saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya; 

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi; 

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Pemohon,  dan  Termohon  sudah  tidak

memperdulikan Pemohon lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  keluarga  Pemohon,  namun  tidak

berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi; 

Bahwa,  Termohon  tidak  mengajukan  bukti  apapun  meskipun  telah

diberikan kesempatan yang cukup:

Bahwa  Pemohon dan  Termohon  tidak  mengajukan  kesimpulan,

meskipun keduanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan,  maka  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Hakim dalam setiap  persidangan  telah  berusaha

mendamaikan  dengan  cara  memberikan  nasihat  kepada  Pemohon  dan

Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Hakim

berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga

telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama RICA IRMA DHIYANTI,

M.Si..  yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil,

tetapi  perdamaian  akibat  perceraiannya  berhasil  sebagian  sebagaimana

kesepakatan  perdamaian  tanggal  06  Januari  2025,  karenanya  Hakim

berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung

RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah

terpenuhi dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  disebabkan  masalah  ekonomi,  Termohon  selalu  menuntut

nafkah  diluar  kemampuan  Pemohon,  dan  Termohon  pernah  melakukan

kekerasan  fisik  terhadap  Pemohon,  bahkan  pernah  mengancam  dengan
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menggunakan pisau seakan ingin membunuh Pemohon. Akibatnya pada bulan

Juni 2024 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman

hingga  sekarang  dan  selama  itu  pula  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  Pemohon  di  atas,  Termohon

tidak  mengajukan  jawaban  atau  bantahannya.  Meskipun  demikian  untuk

menghindari kebohongan, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan dalil

permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonan  tersebut,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  (P)  merupakan  akta  autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 September

2023, relevan dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh  Pemohon, sehingga

telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  (P) terbukti  bahwa  Pemohon

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September

2023 di KUA XXXXX Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Pemohon,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Pemohon dan atau  Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
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formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Pemohon mengenai

hubungan  Pemohon dan  Termohon serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Pemohon dan  Termohon,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh  Pemohon oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah  diatur  dalam Pasal  308 RBg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Pemohon bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg; 

Menimbang,  bahwa Termohon tidak mengajukan alat  bukti  meskipun

telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa  berdasarkan  dalil  Pemohon  dan  tidak  adanya

dibantahan oleh Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah

ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1.Bahwa sejak Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi,

Termohon  selalu  menuntut  nafkah  diluar  kemampuan  Pemohon,  dan

Termohon pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon,  bahkan

pernah mengancam dengan menggunakan pisau seakan ingin membunuh

Pemohon;

2.Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Juni 2024 hingga sekarang dan

selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak

melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami isteri;

3.Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Pemohon dan  Termohon sudah  berusaha  menasehati  Pemohon dan
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Termohon dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Pemohon dan  Termohon,  akan tetapi  tidak  berhasil,  karena

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum di  atas,  maka  Hakim

berkesimpulan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon benar-benar

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

dalam  satu  rumah  tangga  sehingga  mempertahankan  rumah  tangga  yang

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

yang  dikehendaki  dalam Al-Qur'an  Surat  Ar-Rum:  21  dan  Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 
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Menimbang  bahwa  talak  satu  raj'i  merupakan  talak  yang  dijatuhkan

oleh Pemohon,  yang mana akibat  hukum dari  talak satu  raj'i  adalah antara

suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk

isrtri selama istri masih dalam iddah;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan

dibantu  mediator,  Pemohon  dan  Termohon  telah  mencapai  kesepakatan

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum

dalam  Kesepakatan  Perdamaian  sebagian  tanggal  06  Januari  2025  dan

Pemohon  merubah  permohonannya  dengan  memasukkan  kesepakatan

tersebut  merupakan bagian tak  terpisahkan dari  permohonan Pemohon dan

disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah

Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan

perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang,  bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan

perdamaian  tersebut  merupakan  bagian  dari  permohonannya  sehingga

perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25

ayat  (1) dan (2)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan

dalam Mediasi  tidak  terbatas  pada  posita  dan  petitum gugatan.  Dalam hal

Mediasi  mencapai  kesepakatan  atas  permasalahan  di  luar  sebagaimana

diuraikan  pada  ayat  di  atas,  penggugat  mengubah  gugatan  dengan

memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.” 

Menimbang,  bahwa  isi  pokok  kesepakatan  tersebut  adalah

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah

Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  454  K/Pdt/1991,  menegaskan

kesepakatan  perdamaian  sebagian  termasuk  kesepakatan  terkait  akibat

perceraian  dapat  dikuatkan  dalam  pertimbangan  dan  amar  putusan  bila
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perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

dengan  hukum,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan;  b.  tidak  merugikan

pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan; 

Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  meneliti  dan  mencermati

kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 06

Januari 2025, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan

hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga;

dan  dapat  dilaksanakan;  sehingga  kesepakatan  tersebut  dapat

dipertimbangkan  dalam pertimbangan  dan  amar  putusan  ini  serta  mengikat

kepada  Pemohon dan  Termohon.  Oleh  karena  itu,  maka  Hakim  dapat

menghukum Pemohon untuk  memberikan dan membayar  kepada Termohon

berupa nafkah iddah dan mut’ah  sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian

sebagian yang telah disepakati;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu  raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

3. Menghukum Pemohon  untuk memberikan dan membayar

kepada Termohon berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp900.000,00
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(Sembilan ratus ribu rupiah);

3.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

juta rupiah);

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Hakim  yang

dilangsungkan pada hari  Kamis tanggal 16 Januari 2025  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 16 Rajab 1446  Hijriyah,  oleh kami  Nur Fatah, S.H.I.,  M.H.I.

sebagai  Hakim Tunggal,  berdasarkan Surat  Ketua Mahkamah Agung Nomor

214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, Perihal Pemberian Izin

Persidangan Hakim Tunggal.  Putusan tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan disampaikan kepada para

pihak  melalui  Sistem  Insformasi  Pengadilan  pada  hari  itu  juga  oleh  Hakim

tersebut dengan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera serta

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP Untuk salinan
 a. Pendaftaran Rp 30.000,00 Pengadilan Agama Tanjung 

Balai Karimun
b. Panggilan Rp 20.000,00 Panitera,
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c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 14.000,00
4. Biaya Sumpah Rp ,00
5. Meterai Rp 10.000,00 Dewi Oktavia, S.H., M.H

Jumlah Rp 134.000,00
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
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